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<b>ABSTRAK</b><br>

Skripsi ini membahas mengenal pengaturan pembatasan selisih perolehan suara dalam pengajuan
permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia.
Skripsi ini menganalisis bagaimana dampak yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Pemilihan
Gubernur. Bupati, Dan Walikota, khususnya terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota. Terjadi permasalahan akibat lahirnya undang-undang tersebut, terutama pada Pasal
158 yang mengatur adanya pembatasan selisih perolehan suara apabila pasangan calon gubernur, bupati, dan
walikota ingin mengajukan permohonan sengeketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data
sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota, terdapat pengaturan pembatasan selisih hasil perolehan suara. Mahkamah Konstitusi
dalam putusannya menyatakan tidak semua pembatasan serta-merta adalah bertentangan dengan hak
konstitusional warga negara, sepanjang batasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian kewenangan untuk menyelesaikan
perselisihan hasil pemilihan umum yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini merupakan
kewenangan yang sifatnya sementara dan terbatas. Kewenangan sesungguhnya dimiliki oleh badan
peradilan khusus yang memiliki kewenangan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan
gubernur, bupati, dan kepala daerah. L ahirnya pengaturan pembatasan selisih perolehan suara apabilaingin
mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota memiliki
tujuan untuk membentuk rekayasa sosial guna membangun budaya hukum dan politik yang lebih dewasa di
masyarakat
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<b>ABSTRACT</b><br>

Thisthesisis about the regulation of the limitation in the difference of the votes in accordance to applying a
request for disputes arising from the result of the Governer Eletion in Indonesia. Thisthesis analize the
effect of the enforcement of the Governer Election Act, especially towards disputes arising from the election
itself. There are problems occured as the result of the enforcement of the act, especially in paragraph 158
which states that there is alimitation involving the difference in the votes, meaning, when a party wantsto
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apply arequest for dispute regarding the result from the election, one must meet the requierment about the
difference in the ballot. The method used in thisthesisis a method called juridical normative, which uses
secondary datafor its resources. This research concludes that the enforcement of this Governer Election Act
includes the regulation about limitation in the difference of the votes. However, The Constitutional Court of
Indonesiain its award states that not all limitation isin opposition to the constitutional rights of the citizen
aslong asthat restriction is established for the sake of ensuring arecognition, respecting the rights of the
people, and the freedom for the people to comply to charges which are made righteously in accordance to
moral consideration, religious value, security, and public order. Moreover, the Constitutional Court is
authorized to solve disputes arising from the election, however, thisright is temporary and limited. The
actual right belongsto a special court which has exclusive authority to solve disputes arising from the
outcome of Governer Election. The establishment of this regulation about the restriction of the differencein
the votesif oneisthinking of filing arequest for dispute arising from the Governer Election has its own
purpose, that isto create social engineering in order to establish a more mature and advance legal and
political culture among the citizen.



